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BUPATI MALINAU
PROVINSI RALIMANTAN UTARA

PBRATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR  17 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANLJA
DAERAH TAHUN ANGCIARAN 2022

BUPATI  MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menilribang :     bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal   11   Peraturan
Daerah  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2022  perlu
ditetapka.n    Pera.turan   Bupa.ti   Malinau   tentang   Penjabaran
Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2022

Meri.glngat :1.    Pasal   18   ayat   (6j   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.    Undang-Undang Nomor 47 Tahun  1999  tentang   Pembentukan
KaLjupatcn     Nunukan,  Kabupatcn  Malinau,  Kabupatcn  Kutai
Barat, Kabupaten    Kutai    Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Nega.ra Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor  175, Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor      3896)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun   2000   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2000    Nomor    47,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 3962);

3.   Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang   Keuangan
Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

4.    Undang-Undang        Nomor        1        Tahun        2004        tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonc.sia Nomor 4355);

6.   Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinlahan Da.erah
(Lei'nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.  Undang-Undang ........



7.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor  130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  5049),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020
tentang   Cipta   Kerja   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

8.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
NegaT.a  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomc)r  7,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014
Nomor  224,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  1 I  Tahun  2020  tentang  Cipta
Kerja   (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6573);

10. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 560 I) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun  1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  1977  Nomor  1 I , Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Nomor  3092),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali,  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun
2019   tentang   Perubahan   Kedelapan   Belas   Atas   Peraturan
Pemcrintah   Nolnor   7   Tahun   1977   tcntang   Pcraturan   Gaji
Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019  Nomor 43);

12.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    109    Tahun    2000    tentang
Kedudukan Keuangan Kepa.Ia Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13.Peraturan     Pemerintah     Nomor    23    Tahun     ZOOS     tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor    74    Tahun     2012     tentang    Petubahan     Peraturan
Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang    Pengelolaan
Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2012    Nomor    171,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2005
Nomor  136,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor4574h                                   15   peraturanpemermtah            Of
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15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2005  Nomor  137,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor  4575);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem
lnformasi    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan      Lembaran
Negara   Republik   Indonesia Nomor 4576),  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   56
Tahun   2005   tentang   Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah
(Lc.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan    dan    Penerapan    Standar    Pelayanan    Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2005 Nomor  150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keua.ngan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2006    Nomor    25,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19.Peraturan     Pemerintah     Nomor    37     Tahun     2006     tentang
Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2004
tentang  Keduduka.n  Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2006   Nomor      90,      Ta.mbahan
Lembaran   Negara  Republik  Indonesia Nomor 4659);

20. Peraturan  Pelnerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Laporan
Penyelenggaraan    Pemerintah    Daerah    kepada    Pemerintah,
Laporan    Keterangan    Pertanggungjawaban    Kepala    Daerah
Kepada   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah,   dan   lnformasl
Laporan      Penyelenggaraan      Pemerintah      Daerah      Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor   19,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4693);

21.Peraturan     Pemerintah     Nomor     5     Tahun     2009     tentang
Bantuan Keuangan   kepada   Partai   Politik   (Lembaran   Negara.
Republik  Indonesia    Tahun    2009    Nomor     18,    Tambahan.
Lembaran       Negara   Republik       Indonesia       Nomor       4972)
sebagaimana   telah   diubah  beberapa   kali,   terakhir   dengan
Peraturan     Pemerintah     Nomor      1   Tahun     2018     tentang
Perubaha.n    Kedua    Atas    Pera.turan    Pemerintah  Nomor    5
Tahun    2009    tentang    Bantuan    Keuangan    kepada    Partai
Politik   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018
Nomor  1,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   6177);

22.  Peraturan Pemerintah ......?
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22. Peraturan   Pemerintah   Nomor   19  Tahun   2010   tentang  Tata
Cara   Pela.ksanaan   Tugas   dan   Wewenang   Serta   Kedudukan
keuangan   Gubernur   Sebagai   Wakil   Pemerintah   di   Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010   tentang  Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor  123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012   tentang  Hibah
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2012
Nomor   5,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5272);

25.Pera.turan    Pemerintah    Nomor    44    Tahun     2012     tentang
Dana Darurat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2012     Nomor  76,     Tambahan     Lembaran  Negara     Republik
Indonesia   Nomor   5299);

26.Peraturan    Pemerintah     Nomor    27    Tahun     2014     tentang
Pengelolaan Barang   Milik   Negara/Daerah   (Ifmbaran   Negara
Republik  Indonesia    Tahun     2014     Nomor    92,     Tambahan
Lembaran   Negara Republik  Indonesia  Nomor  5533);

27.Pcraturan    Pemerintah    Nomor    43    Tahun    2014     tentang
Peraturan  Pelaksanaan     Undang-undang  Nomor     6     Tahun
2014   tentang   Desa  (Lembaran   Negara   Repu  blik   Indonesia
Tahun     2014     Nomor     123  Tambahan     Lembaran     Ncgara
Republik  Indonesia  Nomor  5539), sebagaimana  telah  diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan Peraturan   Pemerintah   Nomor
11   '1`ahun   2019   tentang   Perubahan  Kedua   atas   Peraturan
Pemerintah    Nomor    43    Tahun    20   14     tentang  Peraturan
Pelaksanaan   Undang-undang Nomor   6   Tahun   2014  tentang
Desa    (Lcmbaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2019
Nomor      41,      Tambahan       Lembaran      Negara       Republik
Indonesia Nomor 6321);

28.Peraturan    Pemerintah    Nomor    55    Tahun    2016    tentang
Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Pemungutan  Pajak  Daerah
(Lembaran  Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2016   Nomor
244,     Tambahan   Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor   5950);

29.Peraturan     Pemerintah    Nomor     12    Tahun     2017     tentang
Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaran   Pcmerintahan
Daera.h   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2017
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

30. Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2017   tentang  Hak
Keua.ngan   dan   Administrasi   Pimpinan   dan   Anggota   DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  106,
Tambahan      (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
60EiJ'.,                                                  ^._       .               _           ..._                     I

31.  Peraturan   Pemerintah   .............



-

31.Peraturan     Pemerintah     Nomor     2     Tahun     2018     tentang
Standar  Pelayanan     Minimal     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun  2018     Nomor    2,     Tambahan     Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor 6178);

32.Peraturan    Pemerintah    Nomor     12    Tahun    2019     tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

33.Pcraturan    Pemerintah    Nomor     13    Tahun    2019     tentang
Laporan      dan   Evaluasi      Penyelenggaraan      Pemerintahan
Daerah   (Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2019
Nomor   52,   Tambahan Lelnbaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor  6323);

34. Peraturan    Pemerintah    Penganti    Undang-Undang    Nomor    1
Tahun    2020    tentang    Kebijakan    Keuangan    Negara    dan
Stabilitas    Sistem    Keuangan    untuk    Penanganan    Pandemi
Corona   Viruse   2019   (COVID-19)   dan/atau   Dalam   Rangka
Menghadapi   Ancaman   yang   Membahayakan   Perekonomian
Nasional   dan/atau   Stabilitas   Sistem   Keuangan   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor 87,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

35. Peraturan  Presiden  Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pengadaan
Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah  terakhir
dengan   Peraturan   Presiden   Nomor   70  Tahun   2012   tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang dan iJasa;

36.Peraturan      Presiden     Nomor      17     Tahun     2018     tentang
Penyelenggaraan     Kedaruratan     Bencana     Dalam     Kondisi
Tertentu  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018
Nomor 34);

37. Peraturan   Presiden   Nomor   82   tahun   2020   tentang   Komite
Penanganan     Corona    Virus    Disese    2019     (Covid-19)     dan
Pemulihan Ekonomi Nasional;

38.Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri   Nomor    16   Tahun    2007
tentang   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan   Peraturan   daerah
tentang   Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    dan
Rancangan   Pera.turan   Kepala   Daerah   tentang   Penjabaran
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagairnan  telah
diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  36
Tahun 2011  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri   Nomor   16   Tahun   2011   tcntang  Tata   Cara   Evaluasi
Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Daerah dan  Rancangan  Peraturan  Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 525);

39. Peraturan  Menteri /



39.Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor   32    Tahun    2011
tentang  pedoman    Pemberian    Hibah    dan    Bantuan    Sosial
yang   bersumber  dari   Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja
Daerah    (Berita    Negara  Republik    Indonesia    Tahun    2  011
Nomor     450)     sebagaima.na     telah  diubah     beberapa     kali,
terakhir    dengan    Peraturan    Menteri    Dalam  Negeri    Nomor
123     Tahun     2018     tentang     Perubahan     Keempat     atas
Peraturan    Menteri    Da[am   Negeri   Nomor   32    Tahun    2011
tentang  Pedoman    Pemberian    Hibah    dan    Bantuan    Sosial
yang    bersumber  dari   Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja
Daerah     (Berita    Negara  Republik    Indonesia    Tahun    2019
Nomor   15);

40.Peraturan  Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    52    Tahun    2012
tentang  pedr)man    Pengp]olaan   Tnvestasi    Pemerintah    Daerah
(Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 754);

41.Peraturan  Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    64    Tahun    2013
tentang   Penerapan       Standar       Akuntansi       Pemerintahan
Berbasis    Akrual  pa.da    Pemerintah    Daerah    (Berita    Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2013 Nomor  1425);

42.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor    19   Tahun    2016
tentang Pedoman   Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah   (Berita
Negara Republik  Indonesia  Tahun   2016   Nomor  547);

43. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan      Kemampuan      Keuangan      Daerah      serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  1067);

44  Peraturan    Menteri    Da.lam    Negeri    Nomor    36   Tahun    2018
+ientang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,   dan   Tertib   Administrasi
Pengajuan,    Penyaluran,    dan   Laporan   Pertanggungjawaban
Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Parta.i  Politik  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

45.Peraturan    Menteri    Dalam   Negeri    Nomor   79   Tahun    2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor  1213);

46.Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri   Nomor   90   Tahun    2019
tentang Klasifikasi,  Kodefikasi,  Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan  Keuangan Daerah  (Berita Daerah Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor  1447);

47.Peraturan    Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   20   Tahun    2020
tentang  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019
(Covid-19)   di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah   (Berita  Nega.ra
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

/
48.  Peraturan Menteri ...........



-/

48. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tentang
Pedoman  Pembatasan   Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka
Percepatan Penanganan  Corona VI"s Dt.seczse 2019  (COVID-19)
Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2020 Nomor 326);

49.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   27   Tahun    2020
[entang   Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021  Nomor 926);

50.Peraturan    Menteri    Dalarn    Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  1781);

51. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  tahun  2021  tentang
Ta.ta   Cara   Evaluasi   Ranca.ngan   Peraturan   Daerah   tentang
Anggaran    Pendapatan    dan    Bela.nja    Daerah,     Rancangan
Peraturan  Daerah  tentar]g  Perubahan  Anggaran  Pendapatan
dan   Belanja   Daerah,   Ranca.ngan   Peraturan   Kepela   Daerah
tentang Penjabara.n anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan  Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjaba.ran
Perubahan  Anggaran  Pendapa.tan  dan  Belanja  Daerah  (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 431);

52.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   26   Tahun    2021
tentang   perubahan   Atas   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor   39   Tahun   2020   tentang   Pengutamaan   Penggunaan
Alokasi    Anggaran    Untuk    Kegiatan    Tertentu,     Perubahan
Alokasi,Dan  Penggunaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja
Daerah  (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun  2021  Nomor
910)

53. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  94/Pink.07/2021  tentang
Pcrubahan    Alas    Peraturan    Menter!    Keuangan    Nomor    17
/PMK.07  /2021  tentang  Pengelolaan  Transfer  Ke  Daerah  dan
Dana  Desa Tahun Anggaran  2021  Dalam  Rangka Mendukung
Penanganan   Pandemi   Cororla   VI.ms  Disecise  20]9  (Covid-19)
Dan   Dampaknya   (Berita   Negara   Republik   Indonesia  Tahun
2021  Nomor 825);

54.Pcralurzin     Ment,eri     Keuangan     Nomor      134/Pink.07/2022
tentang  Bela.nja  Wajib  Dalam  Rangka  Penanganan  Dampak
Inflasi    Tahun    Anggaran    2022     (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

55. Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun     2010  tentang  Retribusi
Pelayanan  Kesehatan  (Lembara.n  Daerah  Kabupaten  Malinau
Tahun 2010 Nomor 4);

56. Peraturan Daerah Nomor  13 tahun 2011  tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten  Malinau Tahun  2011  Nomor  13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Daerah Nomor  14
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
13   Tahun   2011   tentang   Pajak   Daerah   (Lembaran   Dacrah
Tal]un 2013 Nomor  14);                           57.  peraturan Daerah ....... '



ill

57. Peraturan  Daerah  Nomor   14  Ta.hun  2011   tentang  Retribusi
Jasa  Umum   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Malinau  Tahun
2011   Nomor   14)   sebagaimana   telah   diubah   bebera.pa   kali
terakhir   dengan   Peraturan   Daerah   Nomor   3   Tahun   2018
tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Daerah   Nomor
Nomor    14    Tahun    2011    tentang    Retribusi    Jasa    Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 3);

58  Peraturan   Daerah   Nomor   15  Tahun   2011   tentang  Retribusi
Jasa   Usaha   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Malinau  Tahun
2011  Nomor  15)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah    Nomor   4    Tahun    2018    tentang    Perubahan   Atas
Pera.turan   Daerah   Nomor   Nomor   15   Tahun   2011    tentang
Retribusi  Jasa  Usaha  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Malinau
Tahun 2018 Nomor 4);

59. Peraturan  Daerah  Nomor   16  Tahun  2011   tentang  Retribusi
Perizinan   Tertentu   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Malinau
Tahun   2011   Nomor   16)   sebagaimana  telah   diubah   dengan
Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan
Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  Nomor  16  Tahun  2011  tentang
Retribusi  iJasa  Umum  (Lembaran  Da.erah  Kabupaten  Malinau
Tahun 2018 Nomor 5);

60. Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun     2014  tentang  Retribusi
Perpanjangan     Izin     Mempekerjakan     Tenaga     Kerja    Asing
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3);

61, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan     Susunan     Perangkat     Daerah     Kabupaten     Malinau
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Malinau Tahun  2016  Nomor 4,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Malinau  Nomor  5)
sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor 3
Tahun 2019  tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun  2016  tentang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat
Daerah   Kabupaten   Malinau   (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Malinau Tahun 2019 Nomor 3);

62. Peraturan   Daerah   Nomor   2   Tahun   2018   tentang   Retribusi
Pelayanan  Kesehatan  Rumah  Sakit  Bergerak  Langap,  Rumah
Sakit   Kelas   D   Pratama   dan   Pusat   Kesehatan   Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Malina.u Ta.hun 2018 Nomor 2);

63. Peraturan   Daerah   Nomor  4  Tahun  2021   tentang  Anggaran
Pendapatan    dan    Belanja    Daerah   Tahun   Anggaran    2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Maljnau Tahun 2021  Nomor 4);

64. Pera.turan   Daerah   Peraturan   Daerah   Nomor  2   Tahun   2021
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah
Ka.bupaten    Malinau   Tahun    2021-2026    (Lembaran    Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2021  Nomor 2);

65. Peraturan Gubernur ....... /



65. Peraturan  Gubernur  Nomor  33 Tahun  2020  tentang  Pedoman
Adaptasi   Kebiasaan   Baru   dan   Penerapan   Disiplin   menuju
Masyara.kat  Kalimantan   Utara  Produktif  dan  Aman   Corona
Virus  Disease  2019  (Berita  Daerah  Kalimantan  Utara  Tahun
2020 Nomor 33);

66. Peraturan  Bupati  Nomor  20  Tahun  2020  tentang  Penerapan
Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai
Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona  Virus  Disease
2019;

67. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Malinau  Nomor  35  Tahun  2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun   Anggaran   2022   (Berita   Daerah   Kabupaten   Malinau
Tahun  2021  Nomor  35),  sebagaimana  telah  diubah  bebera.pa
kali,  terakhir dengan  Peraturan  Bupa.ti  Nomor  12  Tahun  2022
tentang  Pcrubahan  Ketujuh  Atas  Peraturan  Bupati  Malinau
Nomor    35    Tahun     2021     tentang    Penjabaran    Anggaran
Pendapatan dan Belanja Da.erah Tahun Anggaran 2022  (Berita
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor  12).

68. Keputusan Presiden Nomor  12 Tahun 2020 tenta.ng Penetapan
Bcnca[la   Nolialam   Pcnycbaran    Corortcz   VI."s   Dz`seczse   20]9
(COVID-19)  Sebagai Bencana Nasional;

69. Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Peningkatan
dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
dan Pengendalian  Cororm Vt.n/s Diseczse 2019;

70. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2020  tentang
Pedoman Teknis  Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam
Rangka  Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol
Kesehatan    Sebagai    Upaya    Pencegahan    dan    Pengendalian
Corona Virus Disease 2019.

71. Keputusan         Cfubernur         Kalimanta.n         Utara         Nomor
188.44/Ev/K.8/2022  tentang  Evaluasi  Rancangan  Peraturan
Daerah   Kabupaten   Malinau   tentang     Perubahan   Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2022  dan
Rancangan   Peraturan   Bupati   Malinau   tentang   Penjabaran
Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan  :    PERATURAN     BUPATI     MALINAU     TENTANG     PENJABARAN
PERUBAHAN     ANGGARAN      PENDAPATAN     DAN      BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i.    Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.

2.  Pemerintah Daerah ......../



10

-

2.   Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur     penyelenggara
pemerintahan  daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.

4     I)ewan  Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lcmbaga  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.   Urusan   Pemerintahan   adalah   kekuasaan   pemerintahaan  yang   menjadi
kewenangan  Presiden  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  kementerian
negara   dan    penyelcnggara   Pcmcrintahan   Dacrah   untuk   mclindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

a.   Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh
Pemerintah  Daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas
olonolni  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-1uasnya
dalam     sistem     dan     prinsip     Negara    Kesatuan     Republik    Indonesia
sebagaimana   dimaksud   dalam   Undang-Undang  Dasar   Negara   Republik
Indonesia Tahun  1945.

7.    Pengelc>]aan  Keuanga.n  Daerah  ada.Iah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perc`ncanaan,    penganggaran,    pelaksanaan,    penatausahaan,    pelaporan,
pertanggungj awaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8.   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah  ya.ng  selanjutnya  disingkat
APBD  adalah  rencana keuangan  tahunan  daerah yang ditetapkan  dengan
peraturan daerah.

Cj     Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

io. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

11. Pendapatan   Daera.h   adalah   semua   hak   Daerah   yang   diakui   sebagai
penambah    nilai    kekayaan    bersih    dalam    periode    tahun    anggaran
berkenaan.

12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah   untuk   digunaka.n    sesuai   dengan   kewenangan   Daerah   guna
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, balk
fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

1`1. DcinQ   Bcigi   Hcisil   yang   3clanjutnya   disingkat   DBH   adalah   dana   yang
bersumber   dari   pendapatan   tertentu   APBN   yang   dialokasikan   kepada
Daerah  penghasil  berdasarkan  angka  persentase  tertentu  dengan  tujuan
rriengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

/
15.  Dana Alokasi ........
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15. Dana  Alokasi  Umum  yang  selanjutnya  disingkat  DAU  adalah  dana  yang
bersumber   dari   pendapatan   APBN   yang   dialokasikan   dengan   tujuan
pemerataan    kemampuan    keuangan    antar-Daerah    untuk    mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

16. Dana Alokasi  Khusus  yang  selanjutnya  disingkat  DAK  adalah  dana yang
bersumber   dari   pendapatan   APBN   yang   dialokasikan   kepada   Daerah
lerlentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Belanja  Daerah  adalah  semua  kewa.jiban  Pemerintah  Daerah  yang  dlakul
sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran
berkenaan.

18. Pembiayaan    adalah    setiap    penerimaan    yang    perlu    dibayar    kembali
dan/atau   pengeluaran  yang   a.kan   diterima   kembali,   baik   pada   tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

19. Pinjaman  Daerah  adalah  semua.  transaksi  yang  mengakibatkan  Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilal uang dari
pihak lain  sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

20. Utang  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Utang  adalah jumlah  uang yang
wajib dibayar Pemerintah Da.erah  dan/atau kewajiban Pemerintah  Daerah
yang       dapat       dinilai       dengan       uang       berdasarkan       peraturan
perundangundangan,   perjanjian,  atau  berdasarkan  sebab  lainnya  yang
sah.

? 1. . Pemberian  Pinjaman  Daerah  adalah  bentuk  investasi  Pemerintah  Daerah
pada Pemerintah Pusal, Pemerintah Daerah lalnnya, badan layanan umum
daerah   milik   Pemerintah   Daerah   lainnya,   badan   usaha   milik   negara,
Badan   Usaha   Milik   Daerah,   koperasi,   dan   masyarakat   dengan   hak
memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

22. Dana  Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam  1  (satu) tahun anggaran.

23. Beban   adalah   penurunan   manfaat   ekonomi   atau   potensi  jasa   dalam
periode  pelaporan  yang  menurunkan  ekuitas  atau  nilai  kekayaan  bersih
yang   dapat   berupa   pengeluaran   atau   konsumsi   aset   atau   timbulnya
kewajiban.

Pasal 2

Anggaran   Pendapatan   dan  Bela.nja  Daerah  Tahun  Anggaran   2022   semula
berjumlah          Rp 1.383.572.034.913          bertambah/(berkurang)          sejumlah
Rpl87.975.352.589   sehingga  menjadi  Rpl.571.547.387.502   dengan   rincian
sebagai berikut:

1.   Pendapatan Daerah:
a.   Semula
b.   Bertambah/ (berkurang)
Jumlah pendapatan  daerah setelah
perubahan

Rpl.273.572.034.913
134 .132 .995 . 564

Rpl.407.705.030.477
2.BelanjaDaerah.........Y
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2.   Belanja Daerah:
a.   Semula
b.  Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

3.  Pembiayaan Daerah:
a    Penerimaan pembiayaan:

1)   Semula
2)   Bertambah/ (berkura.ng)
Jumhh penerimaan pembiayaan
sctelah  perubahan

b.   Pcngcluaran pcmbiayaan:
1)    Semu]a
2)   Bertambah/(berkurang)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
Perubahan
Jumlah pembiayaan netto setelah
perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan

Pasal 3

Rpl.383.572.034.913
RD187.975.352.589

Ro 1. 571. 547 . 387 . 502

Rp 1 1 0.000.000.000
53.842.357.025

Rpl63.842.357.025

RpO,00
RpO.00

RpO,00

Rpl63.842.357.025

RpO,00

Uraian   lebih  lanjut  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2,   tercantum   dalam   Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1`    Lampiran I            Ringkasan       Penjabaran       Perubahan       APBD       Yang
Diklasirikasi        Mcnurut  Kclompok,  iJenis,  Objek,  Rincian
Objek, Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

2`   Lampiranll          Penjabaran       Perubahan       APBD       Menurut       Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan,     Kelompok,     Jenis,     Objek,     Rincian     Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3.   Lampiran Ill         Daftar  Nama  Penerima,  Alamat  Penerima,   dan  Besaran
Hibah;

4.    Lampiran lv        Daftar  Nama  Penerima,  Alamat  Penerima,   dan  Besaran
Bantuan Sosial;

5    Lampiranv         Rincian     Dana     Otonomi     Khusus     Menurut     Urusa.n
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan,     Kelompok,     iJenis,     Objek,     Rincian     Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

`'3     LampiranvI         Rincian    DBH-SDA    Pertambangan    Minya.k    Bumi    dan
Pertambangan   Gas   Ala.in/Tambahan   DBH-Minyak   dan
Gas    Bumi    Menurut    Urusan    Pemerintahan    Daerah,
Organisasi,  Program,  Kegiata.n,  Sub  Kegiatan,  Kelompok,
Jenis,   Obuek,   Rincian   Objek,   Pendapatan,   Belanja  dan
Pembiayaan;                                                   7.  Lampiran VII.. "...'
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7.    Lampiran VII       Rincian   Dana  Tambahan   Infrastuktur  Menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan,     Kelompok,     Jenis,     Objek,     Rincian     Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8.   LampiranvIII      Sinkronisasi    Kebijakan    Pemerintah    Kabupaten    pada
Daerah  Pcrbatasan  Dalam  Rancangan  Peraturan  Daerah
tentang  APBD  dan  Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah
tentang    Penjabaran    APBD    dengan    Prc)gram    Prioritas
Perbatas;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Malinau.

Pasal 5

Pelaksanaan  penjabaran  Perubahan APBD yang  ditetapkan  dalam  peraturan
ini  dituangkan  lebih  lanjut  dalam  dokumen  pelaksanaan  anggaran  satuan
kel]a perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

^gcir  t)eticip  oi-ang  mcngetahuinya,  mcmerintahkan  pengundangan  PeraLuran
Bupati in]. dcngan penempatannya dalam Berita Daera.h Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal  27 September 2022.

aeAU,
WEMPI W.MAWA

I)i _{ndangkan di Malinau
i:I:.~L.i:+  ianggal  27  September  2022.

KABUPATEN MALINAU ,

-L=~,F!\'JF,SSSTLVANUS

B,rl.`RITA  DAERAH   KABUPATEN   MALINAU TAHUN  2022  NOMOR  17.


